
 
 
 
 
 

BUPATI PASURUAN 
PROVINSI JAWA TIMUR 

   
PERATURAN BUPATI PASURUAN 

NOMOR 98 TAHUN 2019 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2018 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PASURUAN, 

Menimbang  :   bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah 
Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2019 tentang  
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan sebagai rincian lebih 
lanjut dari pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, maka perlu ditetapkan 
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2018; 

Mengingat   : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan 
Daerah  Kabupaten di Djawa Timur  (Berita Negara Tahun 1950 
Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2730); 

3.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4286); 

4.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4355); 

5.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4400); 

6.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
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(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4438); 

7.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 
130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049); 

8.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575); 

11.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4614); 

12.  Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5265); 

13.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

14.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322); 

15.  Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

16.  Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 33) 

17.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
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Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 310); 

18.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual 
pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 1425); 

19.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

20.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah 
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 450); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 
tentangPedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 825);  

22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2012 
tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 235) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 
15 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 
2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 289); 

23.  Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 
8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2017 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Pasuruan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pasuruan Tahun 2017 Nomor 08); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2018 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 Nomor 02); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2019 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Nomor 
3); 
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27. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 60 Tahun 2017 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2017 
Nomor 60) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 17 Tahun 2018 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pasuruan 
Nomor 60 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita 
Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 Nomor 17); 

28. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 29 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten 
Pasuruan Tahun 2018 Nomor 29). 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan. 

3. Bupati adalah Bupati Pasuruan. 

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada 
Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.  

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  yang selanjutnya disingkat APBD     
adalah APBD Kabupaten Pasuruan. 

6. Laporan Realisasi Anggaran adalah ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian 
sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang 
menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu 
periode pelaporan.  

7. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah informasi kenaikan atau 
penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya. 

8. Neraca adalah posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, 
kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. 

9. Laporan Operasional adalah ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah 
ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk 
kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. 

10. Laporan Arus Kas adalah informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, 
investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, 
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penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas Pemerintah Daerah selama 
periode tertentu. 

11. Laporan Perubahan Ekuitas adalah informasi kenaikan atau penurunan ekuitas 
tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

12. Catatan atas Laporan Keuangan adalah penjelasan naratif atau rincian dari 
angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, 
Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus 
Kas. 

Pasal 2 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2018 terdiri atas :  
1. Pendapatan     
 a) Pendapatan Asli Daerah Rp 614.302.515.368,07    
 b) Dana Perimbangan Rp 1.858.320.668.819,00    

 c) Lain-lain Pendapatan 
yang Sah Rp  715.340.049.726,00    

   Jumlah Pendapatan  Rp 3.187.963.233.913,07  
       
2. Belanja     

 a) Belanja Tidak Langsung     
 

 
1) Belanja Pegawai Rp 1.008.704.137.648,21   

 

 
 

2) Belanja Bunga Rp                             0,00     
 

 
 

3) Belanja Subsidi Rp                             0,00     
 

 
 

4) Belanja Hibah Rp    185.923.583.493,00    
 

 
 

5) Belanja Bantuan 
Sosial 

Rp     25.312.571.930,00  
 

 
 

6) Belanja Bagi Hasil Rp     40.449.445.359,00  
 

 
 

7) Belanja Bantuan 
Keuangan 

Rp    520.859.079.134,00   
 

 
 

8) Belanja Tidak 
Terduga 

Rp        8.914.516.820,00   
 

 
    

  Rp 1.790.163.334.384,21  
 b) Belanja Langsung 

 
   

 

 
 

1) Belanja Pegawai Rp  117.095.113.737,00  
 

 
 

2) Belanja Barang dan 
Jasa 

Rp  785.326.233.368,50   
 

 
 

3) Belanja Modal Rp  447.987.653.723,00   
 

 
    

 Rp  1.350.409.000.828,50  
 

  
Jumlah Belanja  Rp  3.140.572.335.212,71  

 
  

Surplus / (Defisit)   Rp  47.390.898.700,36 
 

    
   

 

3. Pembiayaan 
 

   
 

 a) Penerimaan Rp    139.907.151.978,84  
 

 b) Pengeluaran Rp       9.328.851.618,00   
 

 
  

Jumlah Pembiayaan Netto Rp 130.578.300.360,84 
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Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 
berkenaan 

Rp  177.969.199.061,20  

Pasal 3 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 4 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dirinci 
lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran. 

Pasal 5 

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 
tercantum dalam Lampiran I.a dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan. 

 
  Ditetapkan di  Pasuruan 
  pada tanggal 9 Agustus 2019 

 

       BUPATI PASURUAN, 

  
              Ttd.       

   M. IRSYAD YUSUF 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2019 NOMOR 98 
 
 

Diundangkan di  Pasuruan  
pada tanggal 9 Agustus 2019   
 
SEKRETARIS DAERAH, 

  

Ttd. 
  

AGUS SUTIADJI   
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